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ABSTRACT 

The aim of this research is: To find out what form of corporate criminal liability is based on the consumer protection 

law for negligence that causes losses at the Tapak Kuda Kendari gas station in 2024. This research uses normative 

research methods. The approach methods in this research are statutory, case study and conceptual approaches. The 

results of the research are that the case of water mixing with Pertalite type fuel at the Tapak Kuda Kendari gas station 

is an event that is detrimental to the community because it disrupts daily activities and also causes damage to motor 

vehicle engines belonging to vehicle users which of course means this can be categorized as a corporate responsibility 

based on the concept of negligence (culpa). This is also in line with the theory of vicarious liability implemented by 

Pertamina for the Southeast Sulawesi region which is charged with responsibility for incidents that harm consumers 

at the Tapak Kuda Kendari gas station by replacing losses arising from the incident involving water mixing in the 

Pertalite fuel at the Tapak Kuda Kendari gas station. The form of criminal liability that is carried out, although it 

does not reach the court, has been implemented in the form of compensation for losses and withdrawal of production 

materials from sale in accordance with what is regulated in Article 8 of the UUPK and Article 63 of the UUPK  

Keywords: Liability; Consumers; Corporations 

 

 

 ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan 

berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen atas kelalaian yang menyebabkan kerugian di SPBU Tapak Kuda 

Kendari Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode pendekatan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan Undang-undang, Studi kasus dan konseptual. Hasil Penelitian yaitu kasus tercampurnya air pada 

bahan bakar berjenis Pertalite pada SPBU Tapak Kuda Kendari merupakan suatu kejadian yang merugikan masyarakat 

dikarenakan membuat tergganggunya aktivitas sehari-hari dan juga membuat kerusakan pada mesin kendaraan 

bermotor milik pengguna kendaraan yang tentu saja membuat hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu 

pertanggungjawaban perusahaan berdasarkan konsep kealpaan (culpa) hal ini juga sejalan dengan teori 

pertanggungjawaban pengganti yang diimplementasikan oleh Pihak Pertamina untuk wilayah Sulawesi Tenggara yang 

dibebankan pertanggungjawaban atas kejadian yang merugikan konsumen di SPBU Tapak Kuda Kendari dengan cara 

mengganti kerugian yang timbul akibat terjadinya peristiwa tercampurnya air di bahan bakar Pertalite di SPBU Tapak 

Kuda Kendari. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan walaupun tidak sampai pada ranah 

pengadilan namun poin implementasinya telah diterapkan berupa ganti kerugian dan penarikan bahan produksi dari 

penjualan sesuai dengan yang diatur pada pasal 8 UUPK dan pasal 63 UUPK. 

Katakunci: Pertanggungjawaban; Konsumen; Koorporasi 
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 PENDAHULUAN 

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh 

Masyarakat di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan Hukum positif atau hukum yang 

berlaku. Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan 

bermasyarakat sebagaimana asas Ibi Societas Ibi Ius yang berarti dimana ada manusia disitu ada Hukum 

dan asas Ignorantia Iuris Non Excusat yang artinya ketidaktahuan akan hukum tidak dapat 

dimaafkan. Hukum di Indonesia bertujuan untuk mencapai beberapa hal penting, di antaranya yaitu 

kepastian hukum, keadilan, ketertiban umum,kemanfaatan, pengembangan budaya hukum dan 

pemberdayaan hukum. Kepastian Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam 

masyarakat, sehingga setiap orang tahu apa yang diizinkan dan apa yang dilarang oleh hukum. Hukum di 

Indonesia secara umum bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan teratur, di mana 

setiap orang dapat hidup dengan aman dan berperilaku sesuai dengan hukum. Tujuan Keadilan hukum di 

Indonesia yaitu untuk mewujudkan rasa keadilan dengan harapan agar setiap orang mendapatkan perlakuan 

yang adil dan wajar, bahkan jika mereka melakukan kesalahan. Ketertiban Umum juga termasuk dalam 

tujuan hukum agar tindakan tindakan yang melanggar hukum dapat dihentikan dan pelaku diberikan sanksi 

sesuai dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan yang subjektif adalah orang yang 

melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan tersebut. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu 

perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut 

ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggungjawaban pidana 

tersebut tidak mungkin ada.  

Pada hakikatnya hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan 

perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi barang siapa yang 

membuatnya. Salah satu prinsip dasar dalam hukum pidana adalah asas kesalahan, yang menyatakan bahwa 

tidak ada pidana tanpa kesalahan atau biasa dikenal dengan asas geen straf zonder 

schuld. Pertanggungjawaban pidana mengharuskan adanya unsur kesalahan yang harus dibuktikan sebelum 

seseorang dapat dipidana. Hal inilah yang kemudian menjamin bahwa hanya mereka yang benar-benar 

bersalah yang akan dihukum, sehingga mencegah penegakan hukum yang sewenang wenang. Aspek krusial 

pertanggungjawaban pidana dalam sistem juga dapat dilihat dari fungsi penegakan keadilan dan ketertiban 

sosial. Sistem hukum di Indonesia tidak hanya berfokus pada pertanggungjawaban pidana yang dilakukan 

oleh individu tetapi juga terdapat aturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana 

yang dilakukan oleh suatu korporasi. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diluar 

KUHP salah satunya adalah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi tepatnya dalam Pasal 20 yang mengatur bahwa korporasi dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan atau terlibat dalam tindak pidana korupsi. Tidak hanya 

dalam konteks pemberantasan korupsi, pertanggungjawaban pidana korporasi juga terdapat dalam hal 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang 

penanganan perkara tindak pidana korporasi . Pertanggungjawaban pidana juga termuat dalam konteks 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau biasa disebut sebagai 

UUPK. Sangat erat kaitannya antara pertanggungjawaban pidana dan UUPK karena undang-undang ini 

memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan-tindakan merugikan yang dilakukan oleh 

individu ataupun korporasi sebagai pelaku usaha. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
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tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pelaku usaha baik individu maupun korporasi dapat 

dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen tidak hanya dari 

tindakan produksi dan penjualan barang namun juga berlaku untuk jasa yang diberikan. Undang-undang ini 

juga mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan 

produk/jasa yang dihasilkan dan jika terbukti ada unsur kesalahan dalam pidana maka dapat dikenakan 

sanksi pidana.  

Salah satu kasus yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terjadi pada bulan 

Agustus 2024. Sejumlah pengendara yang mengisi bahan bakar jenis Pertalite di SPBU Tapak Kuda 

Kendari mengalami masalah pada kendaraan mereka. Setelah beberapa saat mengisi bahan bakar, banyak 

kendaraan yang tiba-tiba mogok atau mengalami kerusakan mesin. Para pengendara segera melaporkan 

insiden ini, dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bahan bakar Pertalite yang mereka beli tercampur 

dengan air. Kejadian ini menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama di kalangan para pengguna 

kendaraan bermotor yang merasa dirugikan. Tidak hanya menyebabkan kerugian finansial karena biaya 

perbaikan kendaraan, tetapi juga mengganggu aktivitas harian mereka. Akibatnya, SPBU tersebut menjadi 

sorotan publik dan media, yang mempertanyakan tanggung jawab manajemen SPBU atas insiden tersebut. 

Sehingga jurnal ini membahas bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan berdasarkan 

undang-undang perlindungan konsumen atas kelalaian yang menyebabkan kerugian di SPBU Tapak Kuda 

Kendari Tahun 2024 yang sekaligus menjadi salah satu tujuan dari penulisan jurnal ini. 

  

         

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian 

hukum (legal research) adalah untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai 

norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu seseuai dengan prinsip hukum, 

serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau 

prinsip hukum.45 Salah satu tipe penelitian hukum normatif yakni yang berdasarkan pada putusan 

pengadilan yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dengan penelitian hukum normatif ini, penulis 

mengkaji aturan hukum yang sesuai dengan isu hukum yang diajukan. Dengan menggunakan pendekatan 

penilitian hukum normatif peneliti hanya akan menggunakan pendekatan undang-undang (statute 

approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

          

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kasus SPBU Tapak Kuda yang berlokasi di 

kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada selasa 13 

agustus 2024, ditemukan adanya campuran air pada BBM dengan jenis Pertalite pada kendaraan pembeli 

bahan bakar tersebut, diketahui adanya campuran itu oleh pembeli pada saat setelah melakukan pengisian 

BBM jenis pertalite kendaraan tersebut mengalami mogok tidak kejadian itu tidak hanya terjadi pada satu 

jenis kendaraan saja namun beberapa kendaraan yang melakukan pengisian dengan jenis bahan bakar yang 

serupa, kemudian untuk progress selanjutnya atas kejadian ini penulis mendapatkan informasi bahwa telah 

dilakukan upaya oleh pihak pertamina dengan cara memberikan ganti kerugian kepada Masyarakat yang 

terdampak akibat campuran air pada bahan bakar pertalite tersebut, ganti kerugian yang dimaksud adalah 
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memberikan biaya perbaikan serta kompensasi pengisian bahan bakar pertamax kepada pembeli bahan 

bakar yang terdampak pada Kasus tersebut. Kemudian untuk selanjutnya selain diberikan kompensasi 

terhadap kendaraan yang terdampak, Pertamina juga melakukan pembersihan terhadap penampungan 

bahan bakar pertalite tersebut. Pada kasus ini tentunya sejalan dengan apa yang penulis jelaskan sebelumnya 

mengenai pertanggung jawaban pidana pengganti (Vicarious Liability) yang menjelaskan bahwa agen dari 

suatu korporasi yang melakukan suatu tindakan kejahatan dalam ruang lingkup pekerjaannya dan bertujuan 

untuk menguntungkan korporasi, maka pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut bisa dialihkan pada 

korporasi yang bersangkutan. Pada kasus ini terlihat bahwa Pihak Pertamina untuk wilayah Sulawesi 

Tenggara dibebankan pertanggungjawaban atas kejadian yang merugikan konsumen di SPBU Tapak Kuda 

Kendari dengan cara mengganti kerugian yang timbul akibat terjadinya peristiwa tercampurnya air di bahan 

bakar Pertalite di SPBU Tapak Kuda Kendari. 

Jika kita mengacu pada kasus SPBU Tapak Kuda selain jenis pertanggung jawabannya adalah 

pertanggung jawaban pengganti (vicarious liability) bentuk pertanggung jawaban yang dapat dikenakan 

juga merupakan bentuk pertanggungjawaban berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. 

Untuk pidana penjara jika penulis menganalisis sesuai dengan peristiwa di SPBU Tapak Kuda Kendari 

maka Pasal 62 ayat (1) UUPK merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai dikarenakan 

dalam rumusan Pasal 62 ayat (1) UUPK mengatakan bahwa Pelaku usaha yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf 

a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

Alasan Penulis mengatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang sesuai pada kasus SPBU 

Tapak Kuda Kendari tertera pada pasal 62 ayat (1) UUPK adalah karena salah satu rumusan yang termuat 

dalam pasal 62 ayat (1) UUPK adalah pada pasal 8 yaitu : 

1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : 

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan 

perundang undangan;  

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana 

yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;  

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang 

sebenarnya;  

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan 

dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;  

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan 

tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;  

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi 

penjualan barang dan/atau jasa tersebut;  

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling 

baik atas barang tertentu;  

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang 

dicantumkan dalam label;  

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, 

berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama 
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dan alamat pelaku  usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di 

pasang/dibuat;  

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

1) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa 

memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. 

2)  Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas 

dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. 

3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan 

barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. 

Pada rumusan pasal ini jika dikaitkan pada kasus SPBU Tapak Kuda Kendari di poin c ditemukan 

kecocokan bahwa pada salah satu produk yang di perdagangkan di SPBU Tapak Kuda Kendari tidak sesuai 

dengan yang seharusnya Dimana untuk jenis bahan bakar Pertalite sesuai dengan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 

191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Bahwa 

RON 90 atau Pertalite merupakan pencampuran dari 50% bensin Premium (RON 88) dan 50% RON 92 57 

atau Pertamax. Sehingga dengan adanya campuran air pada jenis bahan bakar Pertalite tersebut membuat 

ketidaksesuaian pada ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang 

sebenarnya. 

Pasal 8 ayat (4) juga menambahkan bahwa Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 

(1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari 

peredaran. Hal ini merupakan penambahan sanksi yang dimana berkaitan pada Pasal 63 UUPK yang 

mengatur mengenai sanksi tambahan di luar sanksi pidana dan denda. Untuk SPBU Tapak Kuda sendiri 

tetap tidak bisa penulis menutup mata dengan adanya fakta bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam 

hal ini yaitu Pertamina sudah menjalankan bentuk pertanggungjawabannya yaitu memberikan ganti 

kerugian terhadap konsumen yang terdampak akibat tercemarnya bahan bakar pertalite miliknya dan juga 

melakukan pembersihan terhadap tangki penampungan bahan bakarnya sehingga membuat terhentinya 

pelayanan bahan bakar pertalite di area SPBU Tapak Kuda Kendari selama beberapa waktu juga merupakan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban tambahan yang dilakukan oleh Pihak Pertamina selaku Perusahaan 

yang bergerak di bidang penyediaan energi bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian jika penulis 

mencermati bahwa pihak yang dibebankan pertanggung jawaban tentunya harus memenuhi unsur kesalahan 

yaitu berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa untuk 

kasus ini apakah merupakan kasus yang didasarkan atas kesengajaan yang menimbulkan kerugian atau 

kealpaan yang menimbulkan kerugian. Pertamatama penulis akan membahas mengenai kesengajaan secara 

garis besar saja Menurut Memorie van Toelichting, kata “dengan sengaja” (opzettlijk) yang banyak 

dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan willens en wetens yaitu sesuatu yang dikehendaki 

dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu: 

• Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk 

kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak 

berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan 

itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang 

dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan 
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yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai 

maksud. 

• Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheldsbewustzijn) Kesengajaan sebagai kepastian yaitu 

bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia 

pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat 

tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang 

dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. 

• Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu 

kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan 

timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak 

membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori “apa boleh buat” bahwa 

sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi 

meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping 

maksud itupun diterima. 

Kemudian untuk kealpaan (culpa) kealpaan adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena 

pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta kelalaian tersebut 

terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kealpaan atau culpa memiliki 3 unsur, sebagai berikut  

• Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, 

sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan 

hukum; 

• Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang;  

• Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari 

perbuatannya tersebut.  

Kemudian, berdasarkan doktrin D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius terdapat skema 

dari culpa, yaitu:  

• Culpa lata yang disadari (alpa) atau conscious Artinya, kelalaian yang disadari, yakni seseorang sadar 

akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi. Contoh: a. sembrono (roekeloos); b. lalai 

(onachttzaam); c. tidak acuh.  

• Culpa lata yang tidak disadari (lalai) unconscious Artinya, kelalaian yang tidak disadari, yakni 

seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian. Contoh: a. kurang berpikir 

(onnadentkend); b. lengah (onoplettend).  

Untuk kasus SPBU Tapak Kuda Kendari jika penulis melihat dari uraian peristiwa yang terjadi 

bahwa unsur kesalahan yang sesuai dalam perkara ini adalah unsur kesalahan dalam maksud kealpaan 

(culpa), alas an lebih sesuai daripada kesengajaan dikarenakan pada unsuk kesengajaan penulis tidak 

menemukan fakta yang dapat dijadikan acuan untuk dapat dikatakan kesalahan adanya campuran air pada 

bahan bakar pertalite di SPBU Tapak Kuda merupakan suatu kesengajaan, lain halnya dengan kealpaan 

seperti yang penulis tuliskan sebelumnya bahwa RON 90 atau Pertalite merupakan pencampuran dari 50% 

bensin Premium (RON 88) dan 50% RON 92 atau Pertamax.67 Sehingga dengan adanya campuran air pada 

jenis bahan bakar Pertalite tersebut membuat ketidaksesuaian pada ukuran, takaran, timbangan dan jumlah 

dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Sehingga ketidaksesuaian itu itu lebih kearah Culpa Lata 

atau kelalaian yang disadari, seharusnya pihak SPBU Tapak Kuda saat mengetahui hal ini langsung 

melakukan penutupan layanan agar pengguna bahan bakar pertalite yang terdampak menjadi terhindar dari 
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akibat kerusakan mesin karena penggunaan bahan bakar yang tercampur air. 

 

 

 KESIMPULAN 

Kasus tercampurnya air pada bahan bakar berjenis Pertalite pada SPBU Tapak Kuda Kendari 

merupakan suatu kejadian yang merugikan masyarakat dikarenakan membuat tergganggunya aktivitas 

sehari-hari dan juga membuat kerusakan pada mesin kendaraan bermotor milik pengguna kendaraan yang 

tentu saja membuat hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu pertanggungjawaban perusahaan berdasarkan 

konsep kealpaan (culpa) hal ini juga sejalan dengan teori pertanggungjawaban pengganti yang 

diimplementasikan oleh Pihak Pertamina untuk wilayah Sulawesi Tenggara yang dibebankan 

pertanggungjawaban atas kejadian yang merugikan konsumen di SPBU Tapak Kuda Kendari dengan cara 

mengganti kerugian yang timbul akibat terjadinya peristiwa tercampurnya air di bahan bakar Pertalite di 

SPBU Tapak Kuda Kendari. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan walaupun tidak 

sampai pada ranah pengadilan namun poin implementasinya telah diterapkan berupa ganti kerugian dan 

penarikan bahan produksi dari penjualan sesuai dengan yang diatur pada pasal 8 UUPK dan pasal 63 UUPK  
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